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Abstract.This research examines the role of citizenship in law enforcement from the perspective of domestic and
Islamic law, with a focus on cases in Indonesia. In the context of national law, citizenship reflects the legal
relationship between individuals and the state, where citizens have the right and obligation to participate in the
law enforcement process. Meanwhile, according to Islamic law, citizen participation is based on the principle of
amar ma ruf nahi munkar, which requires Muslim individuals to encourage good and prevent evil. This research
employs a doctrinal legal methodology, which involves the process of identifying, analyzing, and interpreting
legal principles, norms, and doctrines to address the issues at hand. The distinctive feature of this approach is its
prescriptive nature, aiming to offer solutions or recommendations regarding legal problems. The methodological
framework utilized is normative or doctrinal research, also referred to as library research. This type of research
relies on canonical sources (doctrinal literature) and specifically involves the use of library materials such as
journals, books, legal documents, religious texts, and other relevant sources. The research primarily focuses on
examining and analyzing written sources to gain a comprehensive understanding of the legal issues being
studied.The research results show that there are similarities in the basic concept of citizen participation. ,
implementation varies depending on the social, cultural and legal context. In Indonesia, the role of citizenship in
law enforcement is influenced by political dynamics and public trust in legal institutions. This study recommends
strengthening legal education, developing participatory technology and harmonizing national law with Islamic
law as steps to strengthen the role of citizens in law enforcement. In this way, it is hoped that law enforcement
can run more effectively, fairly and in accordance with the values held by society.

Keywords: Citizenship, Law Enforcement, National Law, Islamic Law, National Legal Perspective, Islamic Legal
Perspective

Abstrak.Penelitian ini mengkaji peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dari perspektif hukum
domestik dan Islam, dengan fokus pada kasus-kasus di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional,
kewarganegaraan mencerminkan hubungan hukum antara individu dan negara, dimana warga negara mempunyai
hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam, partisipasi
warga negara didasarkan pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yang mengharuskan individu muslim mendorong
kebaikan dan mencegah keburukan. Penelitian ini mengadopsi metode hukum doktrinal, yang berfokus pada
pencarian dan analisis kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul.
Keunikan dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan panduan
atau solusi terhadap isu hukum yang ada. Metode yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang
sering juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai media
perpustakaan, seperti majalah, buku, dokumen hukum, kitab, dan jurnal keagamaan. Dengan demikian, penelitian
ini mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendalami dan menganalisis topik hukum yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep dasar partisipasi warga. Implementasinya bervariasi tergantung
pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum
dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.Kajian ini
merekomendasikan penguatan pendidikan hukum, pengembangan teknologi partisipatif dan harmonisasi hukum
nasional dengan hukum Islam sebagai langkah untuk memperkuat peran warga negara dalam penegakan hukum.
Dengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang
dianut masyarakat.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Penegakan Hukum, Hukum Nasional, Hukum Islam, Perspektif Hukum
Nasional, Perspektif Hukum Islam
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1. PENDAHULUAN

Sebagai fungsi kontrol sosial, hukum harus terus mempercepat, merespons, dan
memberikan solusi terhadap permasalahan kemanusiaan terkini yang muncul di ruang sejarah
tertentu. Permasalahan dan konflik selalu muncul dan berkembang sesuai dengan
perkembangan manusia, dan hal ini juga yang sebenarnya terjadi dalam Islam. Hukum Islam
benar-benar akan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik apabila mengikuti
perkembangan hukum manusia yang selalu dinamis dan terus berkembang. Lebih jauh lagi,
hukum Islam yang pada hakikatnya mencakup seluruh spektrum kehidupan manusia harus
mampu beradaptasi dan bertransformasi agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Islam merupakan agama paling populer di Indonesia, namun meskipun mayoritas
penduduknya beragama Islam, namun bukan berarti hukum yang berlaku di Indonesia secara
kesatuan konsep adalah hukum Islam. Jika kita berbicara tentang hukum Islam di Indonesia
tentunya kita juga akan berbicara tentang sejarah munculnya Islam di Indonesia karena ini
merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia
tentunya tidak lepas dari aspek sejarah. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam di
Indonesia dapat Kita lihat dari dua aspek, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam
perjalanan panjang perjuangan umat Islam ditinjau dari segi hukum Islam, merupakan salah
satu wujud pengembangan istilah disiplin keilmuan di dunia Barat khususnya hukum Islam,
karena sumber utama agama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Hukum Islam mencakup Syariah dan Figih, karena pengertian Syariah dan Figih
didalamnya dapat juga dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan pada wahyu
Allah SWT. Dan sunah Nabi mengenai akhlak manusia diakui dan dianggap sah dan mengikat
bagi seluruh umat Islam.2 Sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 M, sistem hukum
Islam telah diamalkan dan dikembangkan dalam masyarakat dan keadilan Islam. Beberapa
peristiva sejarah menunjukkan keterhubungan antara hukum Islam dengan masyarakat
Indonesia, misalnya kita dapat melihatnya melalui kitab-kitab figh yang ditulis oleh ulama
Indonesia, seperti Sabil al-Muhtadin Arsyad al -Banjari, Nur ad-Din ar-Raniri dari Muhammad.
Namun seperti halnya Shirat al-Mustagim, pasal ini tetap mengusung gaya figh, hakikat doktrin
hukum Indonesia dan sistem figh berdasarkan ajaran mazhab Syafi’i.

Tentu saja produk pemikiran hukum Islam di atas merupakan bagian dari interaksi
antara mujtahid atau pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosiokultural atau sosiopolitik
yang melingkupinya. Pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial, politik, dan budaya ini
setidaknya mempunyai dua dampak positif terhadap hukum Islam, vyaitu: pertama,

menempatkan produk-produk pemikiran hukum Islam pada tempatnya; kedua, memberikan
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keberanian kepada para pemikir hukum Islam masa kini dan masa depan. Tidak segan-segan
memperbarui dan mengubah produk ideologi hukum Islam.

Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam melakukan hal tersebut tanpa
menyimpang dari syariat Islam. Hal ini tergambar dari ijitihad Umar bin Khattab yang tidak
menegakkan hukum potong tangan pencuri pada musim kelaparan karena kondisi sosial
masyarakat yang sangat sulit Hal inilah yang dilakukan Imam Syafial yang mempunyai qawl
gadim (visi lama) dan gawl Jadid (visi baru). Semuanya didasarkan pada pertimbangan
sosiologis dan/atau perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum merupakan landasan utama dalam memelihara ketertiban
masyarakat, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai pilar penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada
mekanisme hukum yang ada, namun juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
Peran hak-hak sipil penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil, dan
semua warga negara bertanggung jawab untuk menghormati dan menegakkan hukum. Dari
perspektif hukum nasional dan Islam, peran kewarganegaraan dapat dilihat sebagai kewajiban
moral dan hukum yang mengharuskan individu untuk berkontribusi dalam penerapan hukum.

Dalam hukum nasional, kewarganegaraan mencerminkan hubungan politik dan hukum
antara individu dan negara; Dalam konteks ini, peran tersebut mencakup penghormatan
terhadap hukum dan pengendalian implementasinya di Perancis. Di sisi lain, islam
menawarkan visi yang lebih holistik dengan menggabungkan tanggung jawab spiritual dan
sosial dalam penerapan hukumnya. Dalam pandangan hukum Islam, setiap individu Muslim
tidak hanya diwajibkan menaati hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegur dan
memperbaiki kekurangan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
Hal ini berarti, umat Islam didorong untuk aktif berperan dalam menjaga moralitas dan
keadilan sosial, baik melalui tindakan positif maupun pencegahan perbuatan yang tidak benar.

Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim dan sistem
hukumnya mengakui pluralisme, penting untuk memahami bagaimana hukum nasional dan
hukum Islam berinteraksi. Pengkajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi sinergi
dan kemungkinan konflik di antara kedua sistem tersebut, serta untuk memahami bagaimana
keduanya memengaruhi penegakan hukum di tingkat nasional. Mengingat Indonesia
merupakan negara dengan pluralisme hukum, pemahaman mendalam mengenai cara kedua
sistem hukum ini beroperasi secara bersamaan dapat memberikan wawasan penting tentang
efektivitas penegakan hukum di tanah air.

Penelitian ini memiliki beberapa alasan ilmiah yang mendasarinya. Pertama, dalam
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dunia modern yang semakin kompleks, partisipasi warga negara dalam penegakan hukum telah
menjadi isu global yang signifikan. Warga negara yang aktif tidak hanya berperan dalam
mematuhi hukum, tetapi juga dalam mendukung proses hukum yang lebih adil dan transparan.
Kedua, meskipun banyak penelitian tentang peran kewarganegaraan dalam konteks hukum
nasional, studi mengenai peran hukum Islam dalam hal ini masih terbatas. Padahal, pendekatan
ini dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif, terutama bagi negara-negara dengan
populasi Muslim yang besar. Ketiga, globalisasi dan dinamika hukum yang terus berkembang
menuntut adanya penelitian interdisipliner yang mampu menghubungkan nilai-nilai lokal
dengan standar hukum internasional.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bukti empiris bahwa partisipasi aktif
warga negara dalam penegakan hukum mampu menurunkan angka kejahatan dan
meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Misalnya, di negara-negara seperti Jerman dan
Norwegia, program-program kewarganegaraan aktif berhasil menekan tingkat kejahatan secara
signifikan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan kejahatan dan penegakan hukum.
Di sisi lain, negara-negara seperti Arab Saudi dan Malaysia yang mengadopsi hukum Islam
membuktikan bahwa prinsip amar ma’ruf nahi munkar dapat berfungsi efektif dalam menjaga
etika dan moralitas hukum dalam masyarakat.

Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan
memperkaya literatur tentang peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum, Khususnya
dalam konteks hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan dan akademisi untuk
mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yang berfokus pada
pencarian kaidah, asas, dan doktrin untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
Keunikan dari penelitian ini adalah sifatnya yang preskriptif, bertujuan untuk memberikan
solusi atau rekomendasi terhadap isu-isu hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian
normatif atau doktrinal, yang dikenal juga dengan istilah penelitian perpustakaan. Pendekatan
ini melibatkan penggunaan sumber-sumber seperti majalah, buku, dokumen hukum, dan jurnal
keagamaan.

Dalam jurnal ini, beberapa metode penelitian yang dapat diterapkan meliputi:
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1. Pendekatan Legislatif (Statutory Approach)
Meneliti dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Mengkaji keputusan-keputusan pengadilan dan kasus hukum sebagai bahan penelitian.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Meneliti teori dan konsep hukum yang mendasari peraturan dan praktik hukum.
4. Pendekatan Historis (Historical Approach)
Melihat perkembangan hukum dari masa ke masa untuk memahami konteks historis.
5. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Membandingkan sistem hukum atau doktrin hukum dari berbagai negara atau tradisi
hukum.

Yurisprudensi normatif adalah jenis penelitian yang memprioritaskan analisis bahan
pustaka, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, di mana data dan informasi dikumpulkan dari
buku, majalah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dan
fokus pada analisis teks untuk memperoleh fakta-fakta konseptual dan teoritis. Dengan
menggunakan sumber-sumber tersebut, peneliti membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis

dokumen untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik yang diteliti.

3. PEMBAHASAN
Kewarganegaraan

Teori kewarganegaraan penting untuk dipahami dalam konteks globalisasi dan
kompleksitas hubungan antar bangsa. Teori kewarganegaraan membantu individu memahami
hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara di suatu negara maupun dalam
konteks globalisasi. Hal ini juga membantu memahami dinamika politik, hukum dan sosial
yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik tentang teori
kewarganegaraan, individu dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,
memperjuangkan hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat
yang adil dan berkelanjutan.

Memahami teori-teori kewarganegaraan kontemporer secara mendasar dapat
memberikan informasi tentang konsep kewarganegaraan dalam konteks politik dan sosial yang

berbeda, serta bagaimana konsep-konsep ini berkembang. Pada bab ini pembahasan akan
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terfokus pada pendalaman teori Foucault, teori Bourdieu, dan teori Butler. Teori-teori sosial
kontemporer seperti teori Foucault, teori Bourdieu, dan teori Butler sangat penting dalam studi
kewarganegaraan.

Michel Foucault menekankan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan konstruksi
sosial. Dalam kajiannya mengenai kewarganegaraan, Foucault membantu kita memahami
bagaimana kekuasaan diterapkan dan dijalankan melalui institusi, institusi, dan masyarakat
untuk membentuk subjektivitas dan konstruksi kewarganegaraan. Hal ini menekankan bahwa
kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang tetap namun merupakan hasil dari praktik kekuasaan

dan pengetahuan yang terus berkembang.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya,
karena perilaku kriminal merupakan permasalahan sosial yang perlu segera diselesaikan untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, tertib, dan damai. Berbagai catatan mengenai
penerapan hukum pidana telah banyak beredar di media massa, baik cetak maupun elektronik.
Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya dan intensitas pemberitaan perkara pidana,
artinya masyarakat merasa perlunya peduli terhadap keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Pengetahuan hukum penting dalam penerapan dan penegakan hukum. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat suatu negara maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam pembangunan
hukum, dimana semakin kuat kesadaran hukum maka semakin kuat pula faktor kepatuhan
hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan demikian akan menciptakan
lingkungan penegakan hukum yang baik, menimbulkan rasa keadilan, menciptakan keamanan

hukum dalam masyarakat dan membawa kemanfaatan bagi anggota masyarakat.

Eksistensi Hukum dalam Kehidupan Kewarganegaraan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa modern ini, pola perilaku dan
kehidupan manusia diatur oleh peraturan hukum yang berasal dari instansi yang berwenang.
Peraturan hukum didokumentasikan dan merupakan peraturan resmi. Pada tataran normatif,
ketentuan-ketentuannya merupakan hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh warga
negara. Hukum positif merupakan konsekuensi keberadaannya dalam sistem hukum.
Descartes, seorang pionir dalam tradisi pemikiran rasional dan atomistik (melalui pembagian
dan penataan), disambut baik oleh Isaac Newton dalam memandang alam sebagai sesuatu yang

sistematis, mekanis, linier, dan deterministik. Pemikiran Descartes-Newtonian kemudian
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menginspirasi kaum positivis yang menginginkan hukum modern dipahami, dikembangkan
dan dilaksanakan secara sistematis, rasional dan rasional. Menurut Hart, selalu ada keterkaitan
yang erat antara lembaga hukum dengan perkembangan organisasi masyarakat. Secara teoritis,
Hart menggambarkan hubungan ini sebagai bentuk pelembagaan hukum, dari yang paling
sederhana hingga yang paling kompleks, bergantung pada evolusi masyarakat. Hakikat hukum
terletak pada unsur perintah. Hukum adalah perintah penguasa. Hukum dianggap sebagai suatu
sistem yang tetap, logis dan tertutup. Dikatakan sistem “tertutup” karena hanya penguasa yang
bisa menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Penguasa dengan kekuasaannya dapat
menegakkan hukum dengan cara mengancam dan memanipulasi tingkah laku seseorang ke
arah yang diinginkannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian hukum berupa peraturan-peraturan hukum dalam
praktek kemasyarakatan, sering kali orang mengatakan bahwa hukum mempunyai “dua sisi”
dan dapat dinyatakan dalam berbagai cara, yaitu hukum hukum mencakup peraturan-peraturan,
menurut subjek hukum apa pun. Harus berperilaku, pada saat yang sama, hukum merupakan
fenomena sosial yang hanya terjadi ketika peraturan perilaku mempunyai dampak tertentu
terhadap cara berpikir dan berperilaku orang. Apa yang dianggap adil atau tidak adil, bijaksana
atau efektif, maka makna atau kebijakan undang-undang tersebut tidak menjadi dasar
pemahaman hukum sepanjang ketentuan hukumnya dapat dinyatakan dengan jelas.

Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional

Dunia mengenal lima sistem hukum: 1) sistem hukum Eropa kontinental, 2) sistem
hukum common law, 3) sistem hukum adat, 4) sistem hukum sosialis, dan 5). Sistem hukum
Islam: Di Indonesia hanya ada tiga sistem hukum yang berlaku: hukum Eropa Kontinental,
hukum adat, dan hukum Islam. Islam memiliki sistem hukum pidana yang efektif untuk
mengurangi kejahatan. Di Indonesia, hukum Islam merupakan subsistem hukum nasional.
Namun demikian, belum seluruh unsur hukum pidana Islam diintegrasikan ke dalam hukum
pidana Indonesia karena masih didominasi oleh unsur-unsur sistem hukum kolonial.
Masyarakat Indonesia wajib tunduk dan taat pada hukum agama yang dianutnya, termasuk
hukum pidana, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, merupakan
konsekuensi logis dari diberlakukannya hukum pidana Islam yang berdasarkan pada semangat
pembukaan dan isi undang-undang tersebut. UUD 1945 mensyaratkan teori kedaulatan Tuhan
yang pelaksanaannya bertujuan menuju keadilan dan kemanusiaan yang beradab untuk

mencapai kehidupan yang sejahtera dan sejahtera.
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Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mencakup
tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial dengan segala
instrumen dan persyaratan sistem hukum siapa pun dan dalam hal atau sifat apa pun yang
tunduk padanya hukum Indonesia. Ketiga sistem hukum ini. Dalam proses pembangunan
sistem hukum Indonesia, ketiga sistem hukum tersebut dalam arti dinamis akan menjadi sistem

hukum nasional.

Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian hukum Islam menurut Ushul Ulama adalah ajaran (kitab) syariah yang
berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan perintah atau perintah selektif atau dalam bentuk
ketetapan (taqrir), sedangkan menurut para ulama figh, Syariah hukum adalah keabsahan yang
disyaratkan oleh kitab syariat dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. (Barzah
Latupono, La Ode Angga, Manytar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020: 2).

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum Islam selain mendatangkan
pemahaman, menenangkan pikiran dan hati sehingga timbul rasa toleransi. Ternyata syariat
Islam juga bisa dijadikan sarana pembelajaran bersikap dan berperilaku lebih baik. Karena
tidak hanya mengajarkan bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan
dengan masyarakat.

Hukum Islam juga memberi manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui,
masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak agama, suku, dan golongan yang berbeda di
Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat yang paling terpecah belah. Berkat syariat Islam,
toleransi sosial cukup baik meski masih ada kelompok yang tidak sependapat.

Istilah hukum Islam hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia,
karena dalam literatur Arab, termasuk Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya istilah hukum Islam
tidak diketahui datang dalam rangkaian kata apa pun. Namun kedua kata tersebut dapat
ditemukan secara terpisah dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikenal dengan istilah al-syariah
al-Islamiyah (syariah Islam) dan al-figh al-Islami (fikih Islam). Dengan demikian, para ulama
berbeda pendapat mengenai makna hukum Islam, ada yang mengidentikkan dengan syariah
dan ada pula yang mengidentikkan dengan figh.

Islam berisi ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk
diwariskan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dalam ushul figh yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kitab (firman) Allah SWT yang
mengacu pada yukallaf, atau dengan kata lain hukum adalah seperangkat aturan yang

ditentukan langsung dan pasti oleh Allah atau ditentukan tentang prinsip-prinsip untuk
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mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. , manusia dengan sesamanya, dan manusia
dengan alam semesta (Bustanul Arifin, 1994: 86).

Kandungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum
moral. Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama dalam syariat juga
mengandung nilai-nilai moral, sehingga banyak amalan ibadah pemeluk agama tersebut akan
mempunyai akibat di dunia luar sana. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika syariat
agama Islam mengakar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan para pemeluknya. Berbicara
tentang hukum Islam dalam tradisi para pengikutnya tidak berarti menyimpulkan bahwa Islam
akan didefinisikan semata-mata berdasarkan apa yang merupakan praktik ibadah.

Ajaran Islam memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur’an dan hadis sebagai
pedoman kita. Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam, baik bersumber dari Al-
Quran, hadis, atau sumber lain yang disepakati. Untuk mencapai hukum Islam yang mengatur
seluruh aspek masyarakat yang bermasalah dalam perkembangannya atau penafsiran yang
timbul dalam masyarakat sehubungan dengan teks, diperlukan ijtihad bagi para ahli agama
Islam, sehingga kebingungan dalam masyarakat dapat dihilangkan.

Penegakan hukum memerlukan legitimasi hukum terkait permasalahan kontemporer
yang dihadapi masyarakat dan memerlukan kejelasan hukum. Oleh karena itu, umat Islam
harus mencari solusi yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ditemukan solusi
atas permasalahan tersebut, umat Islam dapat mencoba menemukan hukum dari kedua sumber

tersebut dengan menggunakan metode sistematis yang disepakati, yang dikenal sebagai ijtihad.

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari materi ini, sebagai berikut :

1. Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional,
yaitu berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi
semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Negara
Indonesia.

2. Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum islam, bagi
yang beragama Islam yaitu berlandaskan Al Qur’an dan Al Sunnah (Hadits), dengan
tetap memperhatikan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Negara Indonesia.



Peran Kewarganegaraan Dalam Penegakan Hukum : Perspektif
Hukum Nasional dan Hukum Islam

SARAN

Kajian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum, pengembangan teknologi
partisipatif, dan harmonisasi hukum nasional dengan hukum Islam sebagai langkah
memperkuat peran warga negara dalam penegakan hukum. Dengan cara ini diharapkan
penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

masyarakat.
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